BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 537/P1D.B/2012/PN.

TNG

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum
dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  Nomor
537/Pid.B/2012/PN. TNG

Perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim PengadNegeri
Tangerang melalui putusan Nomor 537/Pid.B/2012/IAl.Merupakan
perkara dengan dua dakwaan. Meski demikian, kdédottan yang
diajukan merupakan tuntutan alternatif dimana Msjdfakim dapat
memilih salah satu dari kedua dakwaan yang diajukagikasi adanya
dakwaan alternatifadalah adanya dua tuntutan yang diajukan olehaJaks
Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya yanganhajelis
Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tetsekarena
menggunakan penghubung “atau”.

Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan altetidalk dapat
dilakukan asal-asalan. Meski memiliki wewenang wmhalpersidangan,

Majelis Hakim tidak dapat memutuskan dakwaan yarglild sesuka

! Jenis dakwaan dapat dibedakan menjadi tiga ya#kivdan tunggal/biasa,
dakwaan alternatif dan dakwaan subsider. Lihatrdd&#ohammad Taufik, Makarao dan
Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktelakarta: Ghalia Indonesia,
2004, himl 65-70.



hatinya. Pemilihan dakwaan yang akan menjadi pengegimbangan
hukum dalam persidangan harus disesuaikan dendaa $&rta bukti-
bukti yang diperoleh dalam proses persidangan. afufenuntut Umum
menggunakan surat dakwaan alternatif ini adalahrtap®, untuk
menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari goggungjawaban
hukum, serta kedua, untuk memberi pilihan kepad&inmhauntuk
menerapkan hukum yang paling tepat dikenakan tapghpdlaku.

Surat dakwaan yang diajukan dalam perkara putussgaelilan
Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.Tng tedkag dua
dakwaan yang bersifat alternatif, yakni dakwaarkai€rdengan tindak
pidana yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP daalRB51 ayat (1).
Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-samiakokan
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum rpesglama-
lamanya lima tahun enam bulan.

Elemen-elemen yang terkandung dalam bunyi Pasahyai0(1) di
atas adalah:

1. Barangsiapa, yang menunjukkan kepada orang atduadbriyang
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud deksal 170 ayat
(2).

2. Di muka umum, yakni keterangan yang menerangkamnwaamdak
pidana dilakukan di ruang publik sehingga banyakngryang dapat

melihat atau menyaksikan tindak pidana tersebut.



3. Bersama-sama, maksudnya artinya dilakukan olelkiseikitnya dua
orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini merkan bahwa
perbuatan itu dilakukan dengan sengajalik dolug atau memiliki
tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketielagajaan delik
culpa).

4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atawatan jasmani
yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalanalpes biasanya
terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.

5. Terhadap orang maupun barang. Kekerasan itu héwskan kepada
orang atau barang sebagai korban

Sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi selbagiut:

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara sédanaaya
dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-bamydaRp
4.500,00
Kedua pasal yang diajukan sebagai tuntutan (petittindak

pidana pada perkara putusan Pengadilan Negeri TamgeNomor

537/Pid.B/2012/PN.TNG memiliki perbedaan yang digan. Perbedaan
antara kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah kekerasan dan penganiayaan.

2. Keadaan yang mengikuti peristiwa. Pada Pasal 1&0(&y disebutkan
bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam ayat tetsetalah tindak
pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dilkakukan secara
bersama-sama serta peristiwanya terjadi di mukanunMiaksud dari

“di muka umum” adalah peristiwa tindak pidana dillkn di lokasi



keramaian atau tempat berkumpulnya orang banyadasgkan pada
Pasal 351 tidak disertakan keadaan yang mengikuistpva. Hal ini
mengindikasikan bahwa dimana pun lokasi tindak magapakah di
tempat yang sepi maupun ramai, serta berapa pungoyang
melakukan penganiayaan akan dikenakan sanksi setmgatertuang
dalam Pasal 351 ayat (1).
3. Sanksi yang diberikan lebih berat pada Pasal 10 @y daripada
Pasal 351 ayat (1).
Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakinggal 28
Juni 2012, Majelis Hakim memutuskan untuk memildkwaan kedua
sebagai dasar pengambilan putusan. Pertimbangamipangan hukum
yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam putusamifiean dakwaan ke
dua adalah sebagai berikut:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan terdakwa
3. Keterangan ahli
4. Alat yang digunakan dalam tindak pidana sebagairgjet.
Pertimbangan hukum tentang penjatuhan sanksi tephaeélaku
tindak pidana dalam perkara putusan PengadilanrN&gegerangNomor
537/Pid.B/2012/PN.TNG. Majelis Hakim memberi putusanksi kepada
pelaku tindak pidana 5 bulan penjara dengan 10nboiasa percobaan.
Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagair geengambilan

putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:



Hal-hal yang memberatkan :
1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
Hal-halyangmeringankan
1) Bahwa para terdakwa berperilaku sopan dalam

pemeriksaandipersidangan dan mengakui atas semumuapennya

sertamenunjukkan rasa penyesalan,
2) Bahwa para terdakwa belum pernahdihukum,
3) Adanyaperdamaian,
4) Terdakwa telah membiayai pengobatan saksikorban.

Berdasarkan hal-hal di atas serta dikuatkan defgaal 351 ayat
(1) Majelis Hakim memberi putusan sanksi kepadakpetindak pidana
dengan hukuman 5 bulan dengan masa percobaandr@ bul
Seluruh alat bukti yang digunakan dan diperiksa ddiam

persidangan perkara Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNGrsebukum acara
pidana telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Mer®HP, hal-hal
yang dapat diajukan dan diperiksa sebagai alati badkilah sebagai
berikut?
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa.

2KUHP dan KUHAP Jakarta: Gama Press, 2010, him. 233-234.



Menurut penulis, penentuan pilihan dakwaan yanakdkan oleh
Majelis Hakim dengan memilih dakwaan yang keduaa jittikaitkan
dengan pemeriksaan terhadap substansi dua dakwasih kurang atau
bahkan tidak tepat. Sebagaimana telah disebutkatadi dua dakwaan
yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan rN€ggngerang
Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG memiliki perbedaan &grkdengan
keadaan yang mengikuti peristiwva piddn®alam pemeriksaan yang
dilakukan oleh Majelis Hakim masih kurang kompretierHal ini penulis
mendasarkan pada analisa terhadap keterangan y@arikan oleh saksi
maupun terdakwa yang dapat dijelaskan sebagaiuterik
1. Keadaan yang mengikuti peristiwa, khususnya keaddiarokasi

kejadian perkara.

Keterangan yang diberikan oleh saksi maupun terda&alam
persidangan menyebutkan bahwa peristiwa pidanadiedj Pangkalan
supir angkotdi Pasar Gembong Ds. Gembong KecamBtdaraja
Kabupaten Tangerangpada hari Sabtu tanggal 27 ég@§tl1 sekitar
pukul 18.00WIB. Keterangan yang diberikan, baikhotaksi maupun
oleh terdakwa, hanya terbatas pada lokasi sajdidiak diikuti dengan

penjelasan mengenai keadaan lokasi. Maksudnya hadieéderangan

3 Peristiwa pidana berbeda dengan perbuatan pidangun tindak pidana.
Penjelasaf“"®*™ perbedaan antara peristiwa pidana, perbuatan aidam tindak pidana
dapat dilihat di antaranya dalam SudaHokum Pidana,| Semarang: Fakultas Hukum
UNDIP, 1990, him. 38-39; Moeljatn@sas-asas Hukum Pidandakarta: Rineka Cipta,
2009, him. 59-61.



yang diberikan tidak mengandung penjelasan mengsitaasi di
lokasi, apakah lokasi dalam keadaan sepi atau ramai

Penjelasan mengenai keramaian atau sepinya lokeata gaat
terjadi perbuatan pidana idealnya harus ada dalarerdngan yang
diberikan oleh saksi maupun terdakwa. Informaspemnting mengingat
salah satu dakwaan yang diajukan dalam perkarasgmutBengadilan
Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/Pn.Tng paakalP170 ayat
(1) terkandung aspek ruang publik. Informasi keadakasi akan dapat
dijadikan sebagai landasan oleh Majelis Hakim dala@nentukan
pilihan dakwaan. Hal inilah yang belum ada dalarntet@gan yang
diberikan oleh para saksi maupun terdakwa.

Secara logis, keadaan yang mengikuti lokasi pesstiidana dapat
dijelaskan secara sederhana. Pangkalan angkot akamptempat
berkumpulnya pada pekerja transportasi. Terlebgh jem terjadinya
peristiwa adalah pada saat jam aplus (perganta@m) angkot. Tentu di
tempat kejadian tidak hanya terdapat saksi korbarata. Tetapi dalam
pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, leeed ini
dikesampingkan sehingga yang terjadi kemudian hddigelis Hakim
lebih memilih dakwaan kedua yang berdasar padal Ba&gaayat (1)
yang lebih memiliki sifat keadaan tempat yang umuémtinya,

peristiwa dapat dilakukan di tempat umum maupusemipat yang sepi.



2. Aspek perencanaan

Keterangan yang diberikan oleh para terdakwa maertlgab
bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap korbalak t
direncanakan sebelumnya. Keterangan inilah yanguddléan menurut
penulis juga menjadi salah satu pertimbangan Majdiakim untuk
lebih  memilih dakwaan kedua daripada dakwaan yaegama.
Dakwaan pertama yang diajukan dengan berdasarRask 170 ayat
(1) lebih memiliki aspek kesengajaatelik dolug atau memiliki tujuan
yang pasti. Hal yang dapat dijadikan sebagai pdanguaadap adanya
aspek kesengajaan adalah adanya perbuatan pidaga dylakukan
secara bersama-sama.

Menurut penulis, selain karena dilakukan secarsamea-sama,
ada keterangan yang dapat dijadikan sebagai pé&tunjotuk
menguatkan adanya unsur kesengajaan dalam tind#naiyang
dilakukan oleh para terdakwa. Keterangan yang dsundikadalah
keterangan dari saksi korban yang menceritakamutamtkejadian serta
keterangan terdakwa terkait kedatangan merekakksil&ejadian.

Keterangan yang diberikan oleh saksi korban mernikahubahwa
malam sebelum terjadinya penganiayaan telah tegekicok dengan
terdakwa di rumah makan milik terdakwa. Peristiesébut kemudian
berlanjut dengan adanya ancaman dan intimidasi gidagukan oleh
terdakwa melalui pesan singkat (SMS) pada hari (Sadmggal 27

Agustus 2012 sejak pukul 11.00 WIB yang kemudiatab@it dengan



penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa padal @00 WIB di
hari yang sama (Sabtu, 27 Agustus 2012) di pangkafakot tempat
saksi korban menunggu giliran angkot untuk bekerja.

Sementara itu, keterangan yang diberikan oleh pardakwa
menyebutkan bahwa mereka datang ke pangkalan adgkanhengajak
saksi korban untuk ribut. Keterangan ini sebenarngarlu
dikembangkan oleh Majelis Hakim untuk mengetahat kiedatangan
para terdakwa ke pangkalan angkot. Kendaraan apg gmunakan
oleh terdakwa untuk menuju pangkalan angkot. Pgatam tersebut
setidaknya akan dapat menemukan titik terang makeddtangan para
terdakwa. Terlebih lagi, dalam keterangannya, tewda juga
memberikan penjelasan bahwa senjata yang mirip atengjstol
revolver memang telah dipersiapkan untuk menakkitinaaksi korban
dalam kejadian tersebut.

Dari keterangan yang terakhir serta didukung oleterdangan-
keterangan sebelumnya dapat ditarik titik temu lmalsebenarnya
perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakemada saksi
korban telah direncanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui daaspek
keramaian tempat dan aspek perencanaan kurang panaerhatian
dalam persidangan pemeriksaan perkara Nomor
537/Pid.B/2012/PN.TNG. Idealnya, pemeriksaan teapadsuatu

perkara harus dilakukan secara komprehensif olehelidaHakim.
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Pembuktian tidak boleh dan tidak dapat dilakukamgde hanya
memeriksa sebagian alat bukti dan mengabaikan baikti lainnya.
Dalam hal ini, dengan mengesampingkan aspek keaamaian
keterangan tentang keberadaan alat yang digunaddam doerbuatan
pidana, Majelis Hakim secara tidak langsung telamgesampingkan
alat bukti petunjuk. Keterangan yang diberikan adeksi korban dan
para terdakwa sebenarnya dapat dijadikan sebagdiwlti petunjuk.

Penjelasan mengenai alat bukti petunjuk diatur dgelaskan
dalamPasal 188 ayat (1) KUHAP yaknisesuatu yan@tddigunakan
sebagai alat bukti. Dalam pasal tersebut dikatabalmwva petunjuk
adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang kpe¥sasuaiannya,
baik antara yang satu dengan yang lain,maupun detngdak pidana
itu sendiri, menandakan bahwa telah sesuatu tipiddkna dan siapa
pelakunya.M. Yahya Harahap memberikan definisi metu sebagai
berikut: “petunjuk adalah suatu isyarat yang dagitdarik dari suatu
perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyadat mi@mpunyai
persesuaian antara yang satu dengan yang lain masgparat tadi
mempunyai persesuaian dengan tindak pidana ituirseddn dari
isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan agwuujudkan suatu
petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya diradak pidana dan
terdakwalah pelakunya”.

Pengesampingan aspek alat bukti petunjuk memptkdihebahwa

pemeriksaan perkara seolah akan digiring pada ssdain dakwaan
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yang lebih dianggap ringan atau dengan kata la@mepiksaan yang
dilakukan tidak lagi mengandung unsur obyektifitBadahal proses
persidangan merupakan suatu kegiatan yang pentagmdranah
hukum. Melalui proses persidangan, suatu perkaran akapat
diputuskan secara dan berdasarkan hukum perundatapgan yang
berlaku. Dalam istilah sederhana, melalui prosesigengan akan
dilakukan upaya pembuktian terhadap suatu tindakana yang
didakwakan kepada seseorang atau beberapa oramgb S®ada
dasarnya pembuktian adalah proses usaha untuk jokkan benar
atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Melalui, pembuktian suatu perkara alat-alat buktighn ketentuan
hukum yang berlaku dipertemukan melalui media pefgman dan
keyakinan hakim. Artinya, seorang hakim harus mi&gnplengetahuan
yang mendalam tentang seluk beluk hukum dan menkiégakinan
dan kemampuan untuk melakukan penafsiran terhaelgglas sesuatu
yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti. Selmdlah sebenarnya
tugas utama dari seorang hakim dalam menyelesail@n perkara.

Dalam konteks hukum pidana Islam, suatu perkaraushar

diputuskan melalui proses pembuktian yang berkes@sudengan

“|stilah pembuktian secara etimologi berasal data kiasar “bukti” yang berarti
sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu perigtiedan pe dan akhiran an pada kata
dasar “bukti” membentuk kata yang mengandung makmadu proses. Lihat dalam WJS
Poerwadarminta{amus Besar Bahasa Indonesiakarta: Balai Pustaka, 1995, him. 15.

*0OemarSen#jukum-Hakim Pidanat.tp, t.p., 1980, him. 107. Lihat juga dalam
G. Aryadi, Putusan Hakim dalam Perkara Pidgnédogyakarta: Andi Offset, 1995, him.
67.
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ketentuan hukum. Hakim harus mampu melakukan anaéishadap
alat-alat bukti yang diajukan dalam proses pemhboktiersebut
sehingga akan dapat menghasilkan putusan yang dadfil tidak
merugikan salah satu atau kedua belah pihakalisa terhadap alat
bukti merupakan hal penting dalam sebuah prosesfksaan demi
tercapainya keadilan dalam pembuktian. Keberaddanalkat bukti
menjadi alat yang menjadi pegangan hakim sebagsarddalam
upayanya mengambil dan menetapkan putusan atas pedtard.
Maksudnya adalah bahwa melalui pemeriksaan terhadkp bukti,
Hakim dapat memupuk keyakinan penilaian terhadapigeerkara.
Penilaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalararkara
putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/RdIR/PN.TNG
menurut penulis secara tidak langsung juga mengastian kurang
berhati-hatinya Majelis Hakim. Sebagai pihak yangathpkan dapat
memberikan putusan yang adil, idealnya Majelis Haknampu dan
mau mencari pertimbangan hukum yang tepat dalam emiesa
perkara. Oleh sebab itu, seorang hakim dalam Maitdkim harus ada
sifat seorang investigator yang tidak begitu mugahmenerima suatu
keterangan dalam pemeriksaan. Hakim harus mensilkiep hati-hati,
teliti dan seksama dalam pemeriksaan sehingga dhietiahui letak

kebenaran suatu peristiwa sehingga akan dapat nmelaghmunculnya

® Anshoruddin,Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Huku
Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, him. 25.
"Ibid., him. 55.
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penggiringan opini dakwadn. Hal ini dikarenakan dalam
penyelenggaraan peradilan, prinsip kebenaran rhaterus tetap
menjadi dasar dari proses peradilan. Prinsip kebenaateriil adalah
prinsip yang didasarkan pada kebenaran yang sumgguguh sesuai
dengan kenyataannyaDan salah satu hal yang dapat membangun
kebenaran materiil adalah keterangan saksi.

Dalam lingkup hukum pidana Islam, keterangan saksipalagi
yang disumpah — memiliki kekuatan untuk dijadikebagai alat bukti.
Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAWngahanya
menyandarkan putusan pada keterangan seorang &aldsi,dalam
keadaan disumpah maupun tidakdleh sebab itu, dalam menanggapi
keterangan saksi yang telah disumpah maupun yadogbdisumpabh,
hakim selayaknya melakukan upaya untuk menemukis temu
realita peristiwa melalui penafsirannya karena pakarnya penafsiran
atau interpretasi merupakan tugas hakim dalam upagiakukan
pemeriksaan suatu perkatdamun demikian, keyakinan hakim yang
hanya disandarkan pada salah satu pihak pembearakgan tanpa

adanya penelusuran tentang kebenaran keterangabuértidak dapat

8 Wahyu AfandiHakim dan Hukum dalam PrakteRandung: Penerbit Alumni,
1983, him. 15-16.

° Rusli Muhammadop. cit, him. 42-43.

%Esensi keberadaan sumpah dalam Islam adalah kgparcaMaksudnya
adalah apabila seorang saksi sangat terkenal gmrcdya akan kejujurannya, maka
sumpah dapat dikesampingkan, namun jika kejujuaési gliragukan maka sumpah perlu
dilakukan. Anshoruddimp. cit, him. 107-109.

“oemarSenaogp. cit, him. 107; lihat juga dalam G. Aryadip. cit, him. 67.
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dibenarkan dalam Islam. Hal ini seperti disabdakaieh Nabi

Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya berikut ini:
J&_ijxw f“’vuumwwy ;mumu

z
~ P’
o 27

oz 24 o for, %90, 430 /OT

2 ,
Lﬂa'w-@-:'f Lw%u"‘“‘:ﬁ'ﬂ’,‘ ., 2 ~

Artinya: “Dari Ummu Salamah, ia berkata: RasulullaBAW
bersabda: Bahwa saya hanyalah seorang manusia damuksekalian
telah menuntut peradilan perkara kepada saya darrargkali
sebagian di antara kalian lebih pintar dalam beijahj daripada yang
lain, kemudian saya memberikan putusan peradil@uaedengan apa
yang saya dengar dari orang itu, maka barangsiapagy menerima
keputusan itu dan ternyata masuk kepadanya sebademn hak
saudaranya, maka hendaknya jangan sampai mengayabikarena
saya memberikan kepadanya sepotong daripadanyaespka”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui dahw
pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hkialdalam
memilih dakwaan pada perkara putusan PengadilarrN&égngerang
Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG kurang komprehensif irsgda
memunculkan putusan pemilihan yang tidak sesuagaterkenyataan
peristiwa pidana yang diperkarakan. Hal ini juganorgukkan bahwa
Majelis Hakim juga tidak melakukan tugasnya seqaaksimal dan
obyektif yang mana dalam hukum pidana Islam satigak dapat

dibenarkan.

12 CD Room Hadis, "Sunan Abi Dawud", daldaushu'at al-Hadits al-Syarif,
Jeddah: Global Islamic Software Company, cet k&991-1997
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Terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakeh Majelis
Hakim dalam menentukan sanksi pidana dapat dijetaskebagai
berikut:

Melihat dan memperhatikan sanksi pidana yang dgkatu oleh
Majelis Hakim dalam perkara putusan Pengadilan Nebgngerang
Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG dapat diketahui bahwanksi
hukuman yang diberikan sangat ringan dan jauh dentutan yang
terkandung dalam masing-masing dakwaan alternaiifg ydiajukan
oleh Jaksa. Hal ini dikarenakan adanya pertimbapgatimbangan
yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagaimana tdlaBbutkan di
atas.

Sanksi yang cenderung sangat ringan menurut perlilikukan
oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asppkiasyang
meringankan terdakwa. Terlebih lagi terdakwa tefmdapatkan maaf
dan membayar biaya pengobatan korban. Hal-hal i@af dilakukan
oleh terdakwa dapat diindikasikan sebagai itikadk bdari para
terdakwa. Selain itu, terdakwa juga tidak pernahbi dalam tindak
pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana yantchiadan dilakukan
oleh terdakwa. Hal ini juga didukung dengan adgogmberian maaf
dari pihak korban kepada para terdakwa.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Mal¢hkim
dalam menentukan sanksi pidana menurut penulisataagat diterima

jika dikaitkan dengan konteks tujuan sanksi (huko)midagi pelaku
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pidana. Hukuman memiliki arti siksa dan sebagaiatau keputusan
yang dijatuhkan oleh hakitfAda dua tujuan diberlakukannya
hukuman, yakni tujuan pencegahan serta tujuan aradan
pendidikan. Tujuan pencegahan yang terkandung daiakuman
dibedakan menjadi dua, yakni pencegahan pelaksapaemmggaran
terhadap perbuatan yang dilarang dan pencegahd&adegr tidak
dilaksanakannya suatu kewajiban. Pada tujuan paheeg yang
pertama, hukuman ditujukan untuk mencegah atau iy
terjadinya pelaksanaan tindakan yang melanggar rhulslam.
Sedangkan pada tujuan kedua, pencegahan ditujukak mencegah
atau menghindari tidak dilaksanakannya kewajibaibadah oleh umat
Islam. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi untudngegah sebelum
terjadinya perbuatan.

Pada tujuan perbaikan dan pendidikan, hukuman thgsflsetelah
terjadinya perbuatan yang melawan hukum. Dua ns¢lbeit, perbaikan
dan pendidikan, memiliki kesinambungan. Maksudrdalah hukuman
yang diberlakukan ditujukan untuk memperbaiki daendidik pelaku
sekaligus juga sebagai upaya perbaikan dan peadidikikum bagi
masyarakat yang mengetahui pelaksanaan hukumaitr's

Terlepas dari kesalahan hakim menentukan pertigdsahukum

dalam dakwaan pada dasarnya apa yang telah diputisikim dengan

13W3S poerwadarmintoKamus Besar Bahasa Indonesikarta: Balai Pustaka,
1989, him. 315.

“Ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, 1986,
him. 260.
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masa percobaan merupakan hal yang sangat tepat dalkum Islam
karena dengan adanya unsure pemaafan dari korbanwatinya dapat
meringankan atau menggurkan hukuman pokok yakniurnalk

penjara. Selain itu hukuman percobaan dapat digunakebagai alat
kontrol bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuaya kembali.
Hal ini sangat wajar karena pemberian maaf terhamdpaku pidana
harus disertai dengan kewaspadaan dan kehati-haghagaimana

difirmankan oleh Allah dalam Surat At-Taghabun &yt

¢ O&er@O8% QOB A A Lo dB - MUARG
LSO MROGTROEALAENE © OO AL
2E0.00+ 0L e XIOCQOOIRAED>TLA WAL
D>L2OVOXIOEe ¢ +0F ) ROGOB-0> A =>
Ve B XACO x@OBRSOROGY, AN+ =@
MR oA Lo 3-BOOU-> AXINLH 0N, 010D
@
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguargi antara
isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadisuhu bagimu
(kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskaami atau
ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yataktdibenarkan
agama). Maka berhati-hatilah kamu terhadap meredan jika kamu
memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni kagr®laka
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemgaya

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Majelis Hakim
dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  Nomor
537/Pid.B/2012/PN.TNG

Masyarakat yang tertinggi adalah negara, maka akgadengan

perantara polisi, jaksa, dan hakim yang bertindagnguruskan tiap-

tiapwarganya yang diserang kepentingan hukumny@i. dlaamping hal
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pelanggaran atas kepentingan hukum tiap orangldlah hukum perdata,
sekarang hal itu juga termasuk urusan hukum pittana

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan
keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hugigana. Kita telah
mengetahui bahwa sifat dari hukum adalah memaksa dapat
dipaksakan, dan paksaan itu di perlukan untuk agenketertiban, dan
memaksa pelanggar hukum untuk memperbaiki apa yelab dirusak
atau dilanggar, serta memaksa kepada pelanggak uma&nggantikan
kerugian yang diakibatkan perbuatan melanggar damsak tersebut.

Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancagadeidana.
Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap oraygng melakukan
perbuatan tersebut lalu pasti dipidana. Sebab umietkhidana seseorang
disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikesmeas yang
berbunyi: "Tidak dipidana jika tidak ada kesaldhdfAzas tersebut tidak
kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengas lagalitas, juga
tidak ada dalam perundangan yang lainnya.

Azas ini adalah azas yang ada dalam hukum yang teféulis,
yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang kdedhg mutlak

berlakunya daripada azas tertulis dalam perundafigan

5 C.S.T. Kansil,Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonedakarta:
Balai Pustaka, 1989, him. 259.
16y h;
1bid.
" MoeljatnoQp.Cit, him. 5.
18 bid.
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Suatu putusan pemeriksaan yang menetapkan sesesebagai
pelaku tindak pidana harus memenuhi syarat damkete yang berlaku.
Secara umum, suatu tindakan dapat disebut tind#npi dalam hukum
pidana Islam manakala telah memenuhi aspek utamdimidak pidana
yakni adanya aspek pelanggaran terhadap syara’an§kan syarat

perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macaiu, ya

1. Perbuatan itu mungkin terjadi.

2. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni adéam jangkauan
kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupu
meninggalkannya.

3. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengampsrna?

Terjadinya perbuatan pidana mengakibatkan seseotargs
mempertanggungjawabkan akibat perbuatan pidanargabut di depan

Hakim. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat misladalah

pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan id&u adanya

perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan semldinana orang
tersebut mengetahui maksud dan akibat dari penodaitu. Dalam

syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkg@ade tiga hal, yaitu:

Syarat tersebut juga memiliki arti pelaku mengeitaimum-hukum taklifi dan
untuk itu maka hukum tersebut sudah ditetapkan disiarkan kepada orang banyak.
Dengan demikian maka hal itu berarti tidak gadmah kecuali dengan adanya nash
(ketentuan). Pada ketentuan hukum itu sendiri ad&oif yang mendorong seseorang
untuk berbuat atau tidak berbuat. Hal ini berartmengetahui bahwa ia akan dikenakan
hukuman apabila ia tidak mentaati peraturan atdenkean hukum tersebut. Dengan
demikian maka pengertiannya adalah bahwa suatatkete tentangarimah harus berisi
ketentuan tentang hukumannya. Lihat dalam AhmaddiWuslich,op cit, him. 31
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a) Adanya perbuatan yang dilarang
b) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
c) Pelaku mengetahui akibat perbuatanny&’itu.

Namun perbuatan seseorang tidak dapat dianggagasetiadak
pidana atau menjadikan seseorang sebagai pelalaktpidana manakala
belum ada aspek legalitas yang mengaturnya. Halsebagaimana
dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. al-Isra’ ayat 15:
CIOLEORO® Lo S RO# R 0O O ¢ d

& OV OQOCHOCY WRI 4L SO0 8D
HO# X RNA<00= N A0 O&7ORH N+ @V
OO « <O O NKX OO0 OB IEO O HEALL

o 45 @0 0CA $xv R ErORDRE T #O
AOE&AD FZ43C+AEROOULDI RS

Artinya:Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan yatta(Allah),
maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatizinya sendiri;
dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dsest bagi
(kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang bemtidak dapat memikul
dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebédami mengutus
seorang rasul.

Ketentuan dalam syariat Islam tersebut juga tertdagsam
ketentuan hukum positif internasional. Ketentuataki adanya hukuman
sebelum adanya hukum yang mengatur sebagaimangkdpkan dalam
istilah Latin ‘Nullum deliktum nulla poena praevia poeridfiada delik
tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahigiiiah tersebut

juga dikenal sebagai azas legalitas. Maksudnyaahdbdgalitas suatu

tindakan ada setelah adanya hukum. Jadi, apabilanhsuatu tindakan

“Ahmad Hanafipp. cit, him. 154.
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atau perkara belum ada ketentuannya, maka suabwagtan tidak akan
dianggap melanggar atau melawan hukum sebelumtdkemsecara jelas
oleh suatu hukurft.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalakarh Islam
dikenal dengan istilajarimah maupunjinayah® Tindak pidana yang
dilakukan oleh para terdakwa pada perkara yangusgan dalam putusan
Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012Z/R$ menurut
konteks hukum pidana Islam termasuk dalam katggorah gishash-

diyat®® Pengertiarjarimahqgishash-diyadapat diketahui dari pemaknaan

“Terkaitdengan asas legalitas dapat dilihat dalapoT®antosoMembumikan
Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacdaa AgendaJakarta: Gema
Insani, 2003, him. 10-11.

“’eduaistilah tersebut memang berbeda namun mere#iénsi arti yang sama.
Salah satu fugaha yang menggunakan isfigghmah untuk menyebut hukum pidana
Islam adalah Ahmad Abu Rus, sedangkan salah sgahéuyang menggunakan istilah
jinayah untuk penyebutan hukum pidana Islam adaddul Qadir Audah. Kata
"jinayah" merupakan bentukerbal noun (masdarjlari kata"jana". Secara etimologi
"jJana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangikagah diartikan perbuatan dosa atau
perbuatan salah. Lihat dalam Makhrus Munafa¢konstruksi Hukum Pidana Islam,
Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, him. 1. Katamah berasal dari akar kajarama
yang sinonim dengan katasaba wa gatha’gang berarti usaha dan bekerja. Batasan
usaha dan bekerja yang dimaksud adalah usaha &arjebgang tidak baik atau dibenci
oleh manusia. Dari definisi tersebut dapat ditdekinisi secara bahasa menggagimah
dengan arti melakukan setiap perbuatan yang meryighgari kebenaran, keadilan, dan
jalan yang lurus (agama). Secara istilah katamah mempunyai beberapa pengertian,
seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahjadmah adalah perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh agamay@ara) yang diancam dengan hukumiaad atauta’zir. Lihat
dalam Ahmad Wardi MuslictRengantar dan Asas Hukum Pidana IsJalakarta: Sinar
Grafika, 2004, him. him. 9.

% Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana aj@imah secara hak dalam
memberikan sanksi dan sumber hukumnya dapat dikelkkan ke dalam tiga jenis
jarimah. Pertama, perbuatan melanggar hukum yang jenisadaaman hukumannya
ditentukan oleh nash, yaitu hukumiaad (hak Allah). Hukumarhad yang dimaksudkan
tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi d#aktdihapuskan oleh perorangan (si
korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewdkili amri)adalah termasuk
jarimah hudud Kedua, perbuatan-perbuatan yang diancam hukuiiahas atau
hukuman diyat Baik gishas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah
ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batasdate atau batas tertinggi, tetapi
menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahvkarlsan bisa memaafkan si
pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman terseénjadi hapus. Tindak pidana
ini disebut dengan jarimalgisas dan diyat Ketiga, tindak pidana yang ketentuan
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dua kata pembentukny®ishashialah hukuman yang berupa pembalasan
setimpal, maksudnya hukum balas bunuh atas orang ya&embunuh,
pukul dibalas pukul dan sebagainya yang berkaitangan kejahatan
terhadap fisik manusfd. Sedangkardiyat memiliki arti hukuman ganti
rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepaderban atau
walinya melalui keputusan hakifn.

Jarimahqgishash-diyatadalah jarimah yang sanksinya dapat hilang
dengan sama sekali manakala ada pemaafan dari gibvdlan tanpa
adanya tuntutan ganti rugi. Hal ini dapat terjadrdna jarimathgishash-
diyat berhubungan dengan hak manusia sehingga kepuhesada di
tangan manusia. Berbeda dengan jarirnatlud di mana yang dilanggar
adalah hak Allah sehingga tidak ada aspek pengaampyang dapat
menghilangkan hukuman, meskipun pihak korban tetamgampuni
pelaku.

Majelis Hakim dalam menentukan sanksi bagi terdakisbam
perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
537/Pid.B/2012/PN.TNG telah mempertimbangkan aspejlang

memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimiahadisebutkan di

hukumnya belum diatur olelsyara’ melainkan diserahkan kepaddil amri, baik
penentuannya maupun pelaksanaannya termasuk dgaimah ta’zir. Dalam
menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya mkaeritukuman secara global saja.
Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan rspllan hukuman, dari yang
seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnyjaaf uiberikannya hak penentuan
jarimah jarimah ta'zirdan hukumannya kepada penguasa adalah agar maapleh
mengatur masyarakat dan memelihara kepentingamkepgannya, serta bisa
menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaanbgsifat mendadak. Lihat dalam
Ahmad Wardi Muslichibid., him. 20.

24 Al Jurjani,At- Ta'rifat Beirut: Dar Al- Fikr, tt, him. 173

% As- SayyidSabigFigh As SunnaBeirut: Dar Al Fikr, 1972, him. 107
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atas. Salah satu aspek yang meringankan bagi teadaklalah adanya
pemaafan yang diberikan oleh pihak korban kepadalkeva.

Pemberian maaf kepada terdakjgamah gishash-diyamenurut
hukum pidana Islam secara otomatis akan menghitanglanksi pidana
gishashmaupundiyat kepada terdakwa. Namun demikian, dalam perkara
putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/R012/PN.TNG,
aspek pemaafan yang telah diberikan oleh pihakakokepada terdakwa
seolah tidak berfungsi karena tidak dapat melepaskaakwa dari sanksi
pidana. Hal ini terbukti dengan adanya sanksi @dgeng harus dijalani
oleh terdakwa berupa hukuman 5 bulan dengan masalaan 10 bulan.
Namun jika dikaji secara mendalam, sebenarnya sam@key diberikan
oleh Majelis Hakim telah berdasarkan pada pertighanyang baik
dengan mengikutsertakan pemberian maaf dari pibebak.

Jarimah qgishash-diyatmemiliki dua lingkup hukuman, yakni
hukuman balas perbuatan dan hukuman denda. Pembeaaf yang
dilakukan oleh pihak korban tidak lantas menghikamgseluruh hukuman
(sanksi) yang harus diterima oleh terdakwa dalantéés hukum pidana
Islam. Terdakwa yang telah diberikan maaf oleh &orbtetap
mendapatkan sanksi dalam lingky@rimah diyat dengan membayar
denda. Model pembayaran denda dalam hukum pidat@ndsia dapat
disertakan sebagai hukuman tambahan. Pembayarada dsebagai
hukuman pengganti tentu saja tidak dapat dilakudedam hukum pidana

Indonesia. Oleh sebab itu, hukuman “yang tersisdérd perkara putusan
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Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/201ZRIS setelah
adanya pemaafan dari pihak korban dapat digantdemgan hukuman
ta'zir.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim menurutydisnsudah
tepat dengan menghilangkan aspek pemberatan kadamya maaf yang
telah diberikan oleh pihak korban. Dalam kontekskumu Islam,
pemberian maaf telah menggugurkan hukuman pokokndgberkara
putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/R012/PN.TNG.
Jika boleh dianalogikan, hilangnya hukuman pokattaparimahgishash-
diyat (menurut hukum pidana Islam) dapat disejajarkargde hilangnya
hukuman maksimal yang harus dijalani oleh pelakdapa. Dengan
hilangnya hukuman maksimal, sebagai analogi hilgagmspekgishash
maka yang terjadi kemudian adalah tinggal pelaksamz&kumandiyat
yang juga dapat digantikan dengan hukumaézir.

Namun demikian, meskipun putusan yang ditetapkamihie sisi
kebaikan dan keadilan, jika proses yang dilaksamaledam pemeriksaan
tidak memenuhi ketentuan dalam hukum yang berla&lijtu akan dapat
menghilangkan aspek legalitas putusan. Sebagairtelah dijelaskan
pada bagian sebelumnya dalam analisa ini bahwaegprpsmeriksaan
perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim kuranghkoehensif.

Kekurangan tersebut bahkan memberikan dampak yasgrb
terhadap pilihan dakwaan yang dilakukan oleh Msjélakim. Perkara

yang seharusnya menempatkan tindak pidana pelbagaetindak pidana
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yang direncanakan dan disengaja, akibat tidak kehgrsifnya
pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim mé&rigakan perkara
tersebut menjadi perkara biasa (umum). Hal iniueakan berpengaruh
terhadap aspedliyat yang harus dibayarkan atau hukuntaizir sebagai
hukuman pengganti setelah hapusnya hukunerash

Perbedaan kadar perbuatan akan membedakan Hadsratau
hukuman pengganti berupa&zir yang harus diterima oleh terdakwa. Hal
ini dapat dikuatkan dengan pendapat Abdul QadiAuwmlah yang
menyatakan bahwgrimah gishash-diyatlapat dibedakan menjadi lima
jenis, yaitu: pembunuhan sengag-@athlul "amd, pembunuhan semi
sengaja dl-gathlul syibhul "amy] pembunuhan karena kesalahai (
gathlul khata), penganiayaan sengag {urhul "amd, dan penganiayaan
tidak sengajad] jurhul khata).*®

Oleh sebab itu, menurut penulis, putusan yang agiketn oleh
Majelis Hakim — meskipun terdapat unsur pemaafan mihak korban —
tidak dapat diterima dalam konteks hukum pidanans| Hal ini
dikarenakan tidak adanya aspek upaya pemutusan gdigdengan

melakukan pemeriksaan secara komprehensif.

“Abdul Qadir AudahQp.Cit, him. 79



